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ABSTRAK
Peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan
pengawasan terhadap Lembaga Pemasyarakatan diwujudkan dalam bentuk perumusan,
penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pada tahun 2018 terjadi penyalahgunaan kewenangan di dalam Lembaga
Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung yang dilakukan oleh Kepala LAPAS yang
menerima suap dari Narapidana. Pokok permasalahan dalam penelitian adalah:
bagaimana terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, upaya apakah yang dilakukan oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap penyalahgunaan wewenang di Lembaga
Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, dan bagaimana peran dan fungsi Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ideal dalam melaksanakan pengawasan di
Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Untuk menjawab permasalahan
tersebut, dilakukan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data
sekunder yang diperoleh melalui data studi kepustakaaan yang kemudian dianalisis
secara kualitatif serta penarikkan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah: terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh
Kepala Lapas dikarenakan faktor internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah memperbaiki Sumber Daya
Manusia dari segi kuantitas dan kualitas. Peran dan fungsi Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia yang ideal melakukan monitori, evaluasi, pengawasan kemudian
bimbingan.
Kata Kunci: Hukum Kelembagaan Negara, Pengawasan, Lembaga Pemasyarakatan.
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum1. Penyataan tersebut
mengandung makna bahwa negara menyelenggaraan kekuasaan atas pemerintahannya
didasari oleh hukum sehingga dengan konsep hukum tersebut setiap warga negara
Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam negara
hukum kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik.
Berlakunya prinsip negara hukum juga ditandai dengan adanya norma yang dipergunakan
untuk mengatur suatu kehidupan bermasyarakat.
Menurut Maria Farida, norma adalah ukuran yang harus dipatuhi  oleh seseorang
dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya.2 Norma yang ada
di dalam negara dituangkan dalam bentuk norma hukum. Norma hukum tertinggi yang
ada di negara Indonesia adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sistem
pemerintahan negara Indonesia menganut sistem presidensil. Ciri utama dari sistem
pemerintahan presidensil adalah kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan
dipegang oleh Presiden. Presiden dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dengan
kekuasaan legislatif. Ciri lain dari sistem presidensil ini memiliki adalah Menteri-menteri
diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden. Setiap Menteri membidangi urusan
tertentu dalam pemerintahan pada kabinet kerja yang bekerja pada saat ini, salah satunya
adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya terdapat suatu
organisasi salah satunya yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang merupakan unit
pelaksana teknis diatas Lembaga Pemasyarakatan. Tugas dan fungsi dari Direktorat
Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi perumusan, pelaksanaan
kebijakkan, pemberian bimbingan, pelaksanaan pemantauan terhadap tahanan dan
pelaksanaan administrasi serta fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Dalam pelaksanaan tugasnya di bidang lembaga pemasyarakatan terjadi permasalahan
dikarenakan kepala lembaga pemasyarakatan melakukan suatu penyimpangan dari
tugasnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Lembaga
Pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk setiap warga binaan menjadi manusia
1Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1.
2 S. Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, (Jakarta: PT KANISIUS, 1996).
yang dapat bertanggung jawab. Di dalam prakteknya masih saja terdapat suatu
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan, seperti yang terdapat dalam berita Kompas
antara lain Lembaga Pemasyarakatan Cipinang BNN menemukan sel mewah yang di
tempati oleh Haryanto Chandra dan di tempat yang sama yang dilakukan oleh Freddy
Budiman, terdapat pula di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin yang dilakukan oleh
Agusrin Najamuddin dan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin yang
dilakukan oleh Wahid Husein selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Dalam
pemberian kewenangan kepada orang/badan dapat menimbulkan masalah baru yaitu
penyalahgunaan kewenangan.
Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang,
mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang3. Hal mengenai
penyalahgunaan wewenang ini diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia adalah kementerian dalam Pemerintah
Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia serta bertanggung
jawab kepada Presiden. Kementerian hukum dan hak asasi manusia dipimpin oleh
seorang Menteri dimana telah mengalami beberapa perubahan nama. Dimulai dari
Departemen Kehakiman tahun 1945-1999, Departemen Hukum dan Perundang-undangan
tahun 1999-2001, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tahun 2001-2004,
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2004-2009 dan perubahan terakhir
hingga sekarang menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan
Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan
Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia dalam membantu Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam menjalankan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
menyelenggarakan fungsi yang meliputi seperti perumusan, penetapan dan pelaksanaan
kebijakan dalam bidang pemasyarakatan, koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan
3 Wiratno, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016),
h 145.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia , pengelolaan terhadap barang milik
kekayaan negara, dan pengawasan yang berkaitan dengan pengembangan di bidang
hukum dan hak asasi manusia. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dalam melaksanakan suatu tugasnya terdapat suatu kesalahan pada saat menjalankan
tugas tersebut.
Di indonesia terdapat beberapa kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang
dikarenakan terjadi ketidak sesuaian dengan standar dan peruntukkannya, seperti yang
terjadi pada salah satu Lembaga Pemasyarakatan, yaitu di Lembaga pemasyarakatan
Sukamiskin.Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M HH 16 KP 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan memiliki
prinsip dalam menjalankan tugas pemasyarakatan meliputi bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa , setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.
Dalam kenyataannya prinsip tersebut tidak terlaksanakan dengan baik, terdapat kasus
disuatu Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung yang dilakukan oleh Kepala
Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan menerima suap dari narapidana untuk
mendapatkan fasilitas mewah dan memberikan izin terhadap narapidana tersebut dimana
jelas terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Lapas yang menyimpang
dengan peraturan mengenai kode etik pegawai pemasyarakatan, dimana Lembaga
Pemasyarakatan merupakan suatu unit pelaksana teknis dibawah Divisi Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki fungsi mengenai kebijakan
di bidang pemasyarakatan. Oleh karena itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dipanggil untuk menangani mengenai pemberian fasilitas mewah tersebut.
Berdasarkan pada uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul: “Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di
Lapas Sukamiskin”
2. Pokok Permasalahan
Adapun masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia
terhadap penyalahgunaan wewenang di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin
Bandung?
3. Bagaimana peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ideal
dalam melaksanakan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung?
B. Metode Penelitian
1. Objek Penelitian
Berdasarkan pada tipe skripsi dalam penelitian ini , maka penelitian yang
digunakan merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah
suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara
menelaah teori-teori, konsep dari Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga
Pemasyarakatan, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan penelitian ini. Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana gejala
hukum akan diteliti dengan menekankan pada permasalahan, yaitu khususnya pada
peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan
pengawasan terhadap Lemabaga Pemasyarakatan.
2. Sifat Penelitian
Untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian ini menggunakan sifat
penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data
yang seteliti mungkin tentang manusia,keadaan atau gejala-gejala lainnya.4 Dalam hal
ini peneletian mengenai peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dalam melaksanakan pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan
sukamiskin bandung.
3. Data dan Sumber Data
Berdasarkan dari jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini
adalah data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini
menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelian ini sebagai berikut:
4Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,
1984), h 10.
1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
3) Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
5) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M HH 16 KP 05 02
Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan
b. Bahan hukum sekunder: Buku-buku tentang penelitian hukum, Buku-buku tentang
administrasi negara, khususnya membahas tentang aparatur sipil negara dan
penyalahgunaan wewenang, Website-website tentang Kementerian Hukum dan
HAM serta Lembaga Pemasyarakatan, khusunya yang membahas mengenai peran
dan fungsi pelaksanaan pengawasan.
4. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan
kunjungan langsung kepada lembaga atau instansi yang terkait mengeluarkan
peraturan, maupun melalui internet:
a. Studi kepustakaan dilakukan dari beberapa tempat antara lain:
1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
2) Perpustakaan Kementerian Hukum dan HAM.
b. Kunjungan langsung kepada lembaga dan instansi terkait dilakukan dengan
wawancara untuk memperoleh informasi terkait permasalahan mengenai peran
dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai data pendukung
pada: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Narasumber dalam penelitian
ini yaitu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal, Bapak Ade
Kusmanto.
5. Analisis Data
Data dari hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif . Analisis kualitatif
merupakan pengolahan,analisis dan konstruksi data sekunder. Metode ini diartikan
sebagai penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan
analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penggunaan metode kualitatif ini
bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana peran dan fungsi Kementerian Hukum
dan HAM dalam melaksanakan pengawasan terhadap Lembaga pemasyarakatan
khususnya di wilaya Lapas sukamiskin.5
6. Cara Penarikkan Kesimpulan
Penarikkan kesimpulan dari penelitian tersebut menggunakan logika deduktif
yang memiliki definis sebagai suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat
khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Metode ini dilakukan dengan
cara menganalisis ketentuan tentang pelaksanaan peran dan fungsi Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pelaksanaannya sudah sesuai dengan
ketentuan atau masih terdapat suatu ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
1. Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung.
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pegawai pemasyarakatan memiliki suatu
peraturan yang mengatur agar tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Hal tersebut
diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M HH 16 KP 05
02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, yaitu menurut Pasal 2
adanya prinsip dalam menjalankan tugas pemasyarakatan yang meliputi bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.
Abuse of Power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh
seorang pejabat untuk kepentingan sendiri, kepentingan tertentu, dan orang lain.6
Mahkamah Agung memberikan pengertian mengenai “menyalahgunakan wewenang”
penghalusan pengertian dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971
dengan cara mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada
Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata
Usaha Negara), yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud
diberikannya wewenang tersebut.
Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas
5Ibid., h 68.
6 Penyalahgunaan Wewenang Jabatan” (On-line), tersedia di: www.khairunas. iainptk.ac.id (31
Agustus 2017)
yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan sebagai berikut:
1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab atas penerimaan dan
pembebasan dari Terpidana. Setiap pegawai pemasyarakatan dalam berorganisasi taat dan
disiplin pada aturan organisasi , yang meliputi:
1. Tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti berjudi, mengkonsumsi
narkoba dan minuman beralkohol, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat
menurunkan harkat dan martabat Pegawai Pemasyarakatan.
2. Mengenakan pakaian dinas/seragam secara pantas sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan;
3. Menjaga penampilan diri secara pantas sebagai wujud penghormatan terhadap profesi;
4. Selalu bekerja dalam waktu yang telah ditetapkan;
5. Mematuhi perintah atasan dalam batas kepentingan organisasi dan sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan;
6. Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat,
teman atau rekan;
7. Tidak membuat keputusan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, teman
atau rekan;
8. Berani memberikan informasi kepada atasan terkait dengan segala sesuatu yang dapat
merugikan/ mengganggu kepentingan organisasi;
9. Tidak melempar tanggung jawab atas tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
10. Tidak menyalahgunakan kewenangan, fasilitas dinas, atribut, dan/atau tanda pengenal
lainnya.
Hal tersebut juga disampaikan oleh Ade Kusmanto, Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat Direktorat Pemasyarakatan sebagai berikut:
“....Kepala Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas dan wewenang yaitu
melaksanakan pembinaan terhadap Terpidana dan juga Narapidana di dalam LAPAS
tersebut , lalu melaksanakan program perawatan , menjaga agar tahanan tidak
melarikan diri dan membantu proses pelaksanaan , penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di Pengadilan7. “
Berdasarkan peraturan-peraturan di atas maka setiap pelaksanaan tugasnya Kepala
Lembaga Pemasyarakatan harus melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, tetapi dalam kenyataannya terdapat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan
Kepala LAPAS yang disebabkan banyak faktor.
Menurut Ade Kusmanto Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan mengatakan ada beberapa faktor yang mengakibatkan timbulnya
Penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, sebagai berikut:
“....banyak perilaku Narapidana yang memberikan kesulitan dalam melaksanakan
tugas di LAPAS, dikarenakan mereka adalah orang yang dihukum. Kehilangan
kemerdekaan itu merupakan salah satu penderitaan yang mereka rasakan dimana
segala sesuatunya dibatasi. Pada kenyataannya Narapidana yang dibatasi
kemerdekaannya akan merasakan kesakitan batin dan fisik dikarenakan mereka
kehilangan untuk memiliki hak8”
Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan terjadinya suatu penyimpangan jabatan
yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan, dikarenakan Narapidana kehilangan
kemerdekaannya sehingga pegawai pemasyarakatan dalam bertugas menyalahgunakan
kewenangannya dengan memberikan fasilitas-fasilitas mewah serta memenuhi
kemerdekaan atas haknya dengan harapan mendapatkan imbalan. Hal tersebut
diungkapkan oleh Bapak Ade Kusmanto Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan:
“...Mereka ingin merasakan tidur nyenyak walaupun mereka dihukum tetap ingin
merasakan kenyamanan, tetap ingin berhubungan sexual dengan isteri sahnya dengan
cara mereka menyuap petugas untuk menyediakan kamar untuk berhubungan sexual
dalam segi agama boleh tetapi dalam segi peraturan tidak diatur dan tidak
diperbolehkan sehingga dapat dikatakan terjadi penyimpangan.” 9
Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan,
maka menurut pendapat penulis setiap pegawai pemasyarakatan maupun Narapidana
7 Hasil Wawancara dengan Ade Kusmanto Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 19 Desember 2018 jam 09.35 WIB
8 Hasil Wawancara dengan Ade Kusmanto Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 19 Desember 2018 jam 09.35 WIB
9 Hasil Wawancara dengan Ade Kusmanto Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 19 Desember 2018 Jam 09.35 WIB.
harus mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, apapun kondisinya
menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional agar dalam melaksanakan tugas
tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan.
2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Terhadap Penyalahgunaan Wewenang di Lembaga Pemasyarakatan
Sukamiskin Bandung.
Beberapa permasalahan yang terdapat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang
diakibatkan oleh perilaku Narapidana secara langsung akan menghambat pelaksanaan
tugas dan fungsinya terutama dalam pengawasan terhadap Lembaga Pemasyarakatan.
Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang merupakan organisasi dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus berupaya untuk mengatasi
permasalahan tersebut.
Menurut Ade Kusmanto selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen
Pemasyarakatan, menyatakan bahwa:
“....Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menginstruksi, memerintahkan kepada
seluruh jajaran agar melaksanakan tugas dengan standar operasional, prosedur SOP,
kemudian menjaga intergritas moral dengan memberikan reward dan punishment, dari
segi kuantitas memang masih kurang tetapi sudah lebih baik semenjak ada
penambahan petugas pengamanan LAPAS sebanyak ± 14.000 orang. Sedangkan dari
segi kualitas perlu diadakan penambahan juga, dari penambahan segi kemampuan
teknisnya, kemampuan keterampilannya perlu di perbaharui atau ditambahkan. Lalu
petugas yang berprestasi diberikan reward sedangkan yang melakukan
penyalahgunaan kewenangan akan diberikan punishment.”10
Upaya yang dilakukan berdasarkan penelitian di atas antara lain:
1. Terkait dengan Sumber Daya Manusia yang kurang dari segi kuantitas dan kualitas.
a. Segi kuantitas Sumber Daya Manusia
Melakukan penambahan terhadap setiap petugas pengamanan dengan melakukan
penerimaan CPNS setiap tahunnya. Dimana sudah terdapat kemajuan dengan
penambahan petugas pengamanan sebanyak ± 14.000 orang.
b. Segi Kualitas Sumber Daya Manusia
Perlu diadakan penambahan dari segi kemampuan teknisnya, kemampuan
keterampilannya. Sehingga perlu dilakukan pelatihan-pelatihan serta pendidikan
untuk meningkatkan sumber daya manusia para pegawai, baik di wilayah
10 Hasil Wawancara dengan Ade Kusmanto Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 19 Desember 2018 Jam 09.35 WIB.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun Lembaga Pemasyarakatan
Sukamiskin Bandung.
2. Meningkatkan intergritas moral melalui pendidikan, pelatihan, dan pengawasan
terhadap setiap pegawai agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak terjadi
penyimpangan.
3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menginstruksi, memerintahkan kepada seluruh
jajaran agar melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional (SOP).
4. Memberikan Reward dan Punishment, pegawai yang memiliki prestasi akan diberikan
penghargaan atau disebut dengan reward dan sedangkan apabila pegawai yang
melakukan penyimpangan maka akan dikenakan hukuman atau disebut dengan
punishment.
5. Meningkatkan pengawasannya dari jajaran Unit Pelaksana Teknis.
6. Meningkatkan kontrol saat bertugas dan menjalin kerja sama serta komunikasi dengan
instansi pemerintah.
Berdasarkan upaya tersebut di atas, maka menurut pendapat penulis baik Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam
menjalankan tugas dalam aspek Lembaga Pemasyarakatan harus selalu melakukan
pengawasan terhadap Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas dan kualitas. Disamping
itu perlu dilakukan pengawasan terhadap setiap jajarannya agar kedepannya segala
kekurangan dapat diperbaiki guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti
penyalahgunaan wewenang tersebut.
3. Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yang Ideal
Dalam Melaksanakan Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin
Bandung.
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, ciri utama dari sistem
pemerintahan presidensil adalah adalah kedudukan kepala negara dan kepala
pemerintahan dipegang oleh Presiden. Ciri lain dari sistem pemerintahan presidensil
adalah Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden. Setiap Menteri
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan pada kabinet kerja saat ini,salah satunya
adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk kedalam Kementerian
Kelompok II11.  Kedudukan dan tugas dari kementerian kelompok II adalah bertugas
untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam suatu pemerintahan guna untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan yang telah disesuaikan
dengan upaya pencapaian tujuan Kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan
nasional. Fungsi dari kementerian kelompok II, antara lain: (1) perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; (2) pengelolaan barang milik/kekayaan negara
yang menjadi tanggung jawabnya (3) pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
(4)pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di
daerah; (5) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; (6) koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan (7) pelaksanaan dukungan yang bersifat
substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.12
Mengenai kedudukan , tugas dan fungsi yang telah disebutkan di atas merupakan
pandangan secara umum. Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Presiden Nomor 44
tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam membantu Presiden untuk
menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: 13
1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-
undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan
intelektual, dan hak asasi manusia;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
12 Organisasi Kementerian Negara Indonesia” (On-line), tersedia di: https://id.
wikipedia.org/wiki/Organisasi_kementerian_negara_Indonesia (6 Mei 2018).
13 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi
manusia;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Terdapat suatu organisasi di dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
salah satunya yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  yang merupakan unit pelaksana
teknis diatas Lembaga Pemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas, Direkrorat Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan perumusan kebijakan terhadap Departemen di bidang pemasyarakatan,
perawatan tahanan dan juga pengelolaan benda sitaan Negara.
2. Pelaksanaan kebijakan dalam bidang pemasyarakatan, perawatan tahanan dan
pengelolaan benda sitaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.
3. Perumusan mengenai standar,  norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang
pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara.
4. Pemberian bimbingan dalam teknis dan evaluasi.
5. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
6. Pemberian perizinan dan penyiapan dalam standar teknis di bidang pembinaan dan
pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
7. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan dalam
pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan
benda sitaan Negara.
Peran yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah
melakukan pengkoordinasian dengan Unit Pelaksana Teknis yaitu Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan. Dalam pengkoordinasian tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia akan mendapatkan laporan-laporan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
mengenai hal-hal yang berkaitan dalam bidang Pemasyarakatan baik mengenai adanya
pelanggaran dan penindakan terhadap Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Menurut Ade Kusmanto, peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia sebagai berikut:
“....dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat jajaran eselon I yaitu
Inspektor Jenderal yang mengawasi tugas-tugas jajaran petugas pemasyarakatan di
Indonesia. Peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ideal
yaitu dengan melakukan monitori, evaluasi, pengawasan kemudian bimbingan. Jadi
setelah dilakukan evaluasi maka akan dibimbing agar pada saat melaksanakan
tugasnya apabila terjadi kesalahan selanjutnya dapat diperbaiki tetapi jika masih
terdapat kesalahan maka akan dikenakan SP 1.”14
Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan di atas, maka menurut pendapat penulis
peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ideal yaitu dengan
melakukan monitori, evaluasi, pengawasan kemudian bimbingan. Jadi setelah dilakukan
evaluasi maka akan dibimbing agar pada saat melaksanakan tugasnya apabila terjadi
kesalahan selanjutnya dapat diperbaiki tetapi jika masih terdapat kesalahan maka akan
dikenakan SP 115.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam pengawasan
terhadap Lembaga Pemasyarakatan. Peran dan fungsi tersebut tidak akan berjalan
sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya Peraturan Perundang-undangan yang
mengatur, Sumber Daya Manusia yang sesuai baik dari segi kualitas dan kuantitas, serta
sarana yang memadai.
C. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang Yang
Dilakukan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung dapat disebabkan
oleh beberapa hal sebagai berikut:
Faktor tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu
1) Faktor Eksternal yaitu faktor yang didorong oleh kebutuhan para Narapidana
yang menginginkan fasilitas mewah, seperti sel mewah, menggunakan alat
elektronik,ingin melakukan hubungan sexual dengan pasangan sahnya,
menggunakan AC di dalam sel, serta fasilitas lain yang dapat memenuhi
kebutuhan Narapidana yang dihukum tersebut. Akibatnya para Narapidana
14 Hasil Wawancara dengan Ade Kusmanto Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 19 Desember 2018 jam 09.35 WIB.
15 Surat Peringatan Pertama atau sering disebut dengan SP 1 adalah Surat peringatan atas
kasus pelanggaran ringan seperti kedisplinan, dapat dilihat dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
mencari kesempatan untuk membujuk pegawai pemasyarakatan untuk
memberikan fasilitas mewah.
2) Faktor Internal yaitu moralitas dan intergritas pegawai yang menimbulkan
penyalahgunaan kewenangan. Faktor moralitas pegawai yaitu memiliki naluri
sifat yang tidak jujur, serakah, dan memiliki sifat mementingkan keduniawian
gaya hidup dari setiap pegawai tersebut. Sedangkan faktor intergritas pegawai
yaitu kurangnya memiliki tanggung jawab, kurangnya memiliki etika dalam
menjalankan tugasnya.
Faktor Internal dan Eksternal tersebut pada akhirnya mendorong pegawai
lembaga pemasyarakatan untuk menyalahgunakan kekuasaan .
b. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap
Penyalahgunaan Wewenang di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung
sebagai berikut :
1) Melakukan  penambahan Sumber Daya Manusia terutama untuk petugas
pengamanan, serta memperkuat kemampuan teknis, dan keterampilannya,
dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan serta pendidikan.
2) Meningkatkan intergritas moral para pegawai melalui pendidikan,
pelatihan, dan pengawasan terhadap setiap pegawai agar dalam
pelaksanaan tugasnya tidak terjadi penyimpangan lalu menginstruksi,
memerintahkan kepada seluruh jajaran agar melaksanakan tugas sesuai
dengan Standar Operasional (SOP).
3) Memberikan Reward dan Punishment kepada pegawai.
c. Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yang Ideal Dalam
Melaksanakan Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung
sebagai berikut :
1) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang
pemasyarakatan, koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia , pengelolaan terhadap barang milik kekayaan
negara, dan pengawasan yang berkaitan dengan pengembangan di bidang
hukum dan hak asasi manusia.
2) Melakukan monitori, evaluasi, pengawasan kemudian bimbingan. Jadi setelah
dilakukan evaluasi maka akan dibimbing agar pada saat melaksanakan
tugasnya apabila terjadi kesalahan selanjutnya dapat diperbaiki tetapi jika
masih terdapat kesalahan maka akan dikenakan SP 1.
2. Saran
1) Diharapkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk lebih
meningkatkan kedisiplinan kepada setiap pegawai pemasyarakatan dalam
melaksanakan tugasnya serta intergritas dan kinerja dalam melaksanakan pengawasan
terhadap Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung.
2) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
melakukan koordinasi dengan melakukan kerja sama  dengan instansi yang berkaitan
seperti Kepolisian, Pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi agar terciptanya
kinerja yang maksimal.
3) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaporkan suatu pelanggaran
yang dilakukan oleh pejabat maupun pegawai pemasyarakatan di dalam Lembaga
Pemasyarakatan yang melakukan penyalahgunaan kewenangan serta pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan kepada instansi yang memiliki wewenang dalam bidang
hukum dan pemasyarakatan yaitu dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manuisa dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Hukum dan Hak Asasi
Manusia, dengan cara instansi tersebut memberikan sarana pemberitahuan pengaduan
laporan dalam bentuk berita, website, nomor telepon, email, ataupun datang langsung
kepada masyarakat yang ingin melakukan laporan apabila terjadi suatu pelanggaran.
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